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PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 1986,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA

SAMARINDAsebagai  Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 April 1979, agama

Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

KOTA SAMARINDAsebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2019 telah

mengajukan  Gugatan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Samarinda,  dengan  Nomor  1231/Pdt.G/2019/PA.Smd,

tanggal 02 Juli 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Jum'at tanggal 04 Juni 2004 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul

akhir  1425  H.,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Samarinda  Utara,  Kota  Samarinda,
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/05/VI/2004

tanggal 04 Juni 2004; 

2.   Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMARINDAselama 11 tahun; 

3.   Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2

orang anak bernama :

a.   ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 07 Desember 2004

b.   ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 2006

dan anak pertama bersama Penggugat, dan anak kedua bersama Tergugat;

4.    Bahwa  sejak  bulan  Januari  tahun  2015  mulai  tidak  rukun,  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

5.   Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  dikarenakan

Tergugat  memiliki  sifat  dan sikap tempramental  (kasar),  sehingga setiap

ada permasalahan yang kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Tergugat,

dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengucapkan

kata-kata kasar, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah

tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan

rumah tangga dengan Tergugat; 

6.   Bahwa  Penggugat  sudah  berupaya  untuk  menasehati  Tergugat,  namun

Tergugat  tidak  mengindahkan  malahan  pertengkaran  dan  perselisihan

antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari; 

7.    Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, dan sejak itu pula

Penggugat pergi  meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat  itu antara

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  kumpul  lagi  layaknya  pasangan

suami istri yang sah sampai sekarang; 
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8.   Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan

tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat,

oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama

Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Samarinda,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;  

 Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  1231/Pdt.G/2019/PA.Smd  tanggal  8  dan  17  Juli  2019  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  Penggugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:
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A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor :  687/05/VI/2004 Tanggal 04

Juni 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Samarinda  Utara,  Kota  Samarinda,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-

nazegeling, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata cocok, diberi tanda P;

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. SAKSI Iumur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman  di  KOTA SAMARINDAdi  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

tetangga  dekat  Penggugat,  sedangkan  Tergugat  adalah  suami

Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;  

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  membina  rumah  tangga  di  rumah  sewaan di  KOTA

SAMARINDA; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan

Januari tahun 2015 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis

lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  terus

menerus;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

karena Tergugat mempunyai sifat dan sikap tempramental ;

- Bahwa saksi  mengetahui  karena  saksi  melihat  sendiri,  tentang

peristiwa  perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan  Tergugat

tersebut; 
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- Bahwa  saksi  melihat  Tergugat  bertengkar  dengan  Penggugat,

lebih dari satu kali ;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Maret tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama

adalah Penggugat ; 

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  dan

Tergugat tetap tinggal dirumah sewaan di KOTA SAMARINDA

- Bahwa  selama pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  kedua  pihak,  namun  tidak

berhasil;  

2. SAKSI  IIumur  45  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak

Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat

yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  membina  rumah  tangga  di  di  rumah  sewaan  di  KOTA

SAMARINDA;

- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai anak 2 orang;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 tahun

yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  se[pengetahuan  saksi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah

karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar sering berkata kasar

kepada Penggugat ; 
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- Bahwa saksi  mengetahui  karena saksi  melihat  dan mendengar

sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan Tergugat tersebut;

- Bahwa  saksi  melihat  Tergugat  bertengkar  dengan  Penggugat,

lebih dari satu kali ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

3  tahun  yang  lalu  dan  yang  meninggalkan  kediaman  bersama

adalah Penggugat ; 

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  dan

Tergugat dirumah sewaan;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  kedua  pihak,  namun  tidak

berhasil;  

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Penggugatan  Penggugat

adalah sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 1231/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 8 dan 17 Juli 2019  yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal  149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan

angka 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2004 di Samarinda Utara, sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal

1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat sudah  dewasa,

berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  perkawinan,  kebersamaan  dalam  membina  rumah  tangga  serta

adanya perselisihan yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat sejak 3

tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan

dengan  dalil-dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut  untuk  menghadap  persidangan,  tidak  hadir  dan  juga  tidak  menyuruh
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orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti

bahwa  ketidak  hadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,

sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,

maka Tergugat yang telah dipanggil  dengan sah dan patut akan tetapi  tidak

datang  menghadap,  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  hal  tersebut  telah  sesuai

Pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa

dan diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih  pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal. 405 yang berbunyi :

يجب         فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له      حق ل لم طا فهو

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, 

dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan

oleh  bukti  surat fotokopi Kutipan Akta Nikah  (bukti  P) dan keterangan dua

orang  saksi  dipersidangan,  maka  dapat  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  majelis  menilai

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

tangga Penggugat  dengan Tergugat  terjadi  perselisihan yang terus menerus

karena tergugat memiliki sifat dan sikap yang temperamental ( kasar) sehingga

setiap  ada  masalah  kecil  selalu  saja  dibesar-besarkan  dan  bahkan  pernah

melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  akhirnya penggugat  pergi

meninggalkan  rumah  tempat  tinggal  bersama  sejak  Maret  2016  sampai

sekarang,  sulit  untuk  dirukunkan  lagi  dan  alasan  tersebut  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

karenanya  secara  formal  gugatan  Penggugat  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan selanjutnya; 
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Menimbang,  bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah identik  dengan pertengkaran mulut,  rumah tangga dapat  dinyatakan

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling

percaya  dan  saling  melindungi,  maka  apabila  ditemukan  fakta  antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena terjadinya perselisihan

karena masalah  tergugat  yang memiliki  sifat  temperamental/kasar,  sehingga

penggugat pergi dan menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Maret

2016  sampai  sekarang,  menunjukkan  bahwa  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak ada kerukunan sebagai suami istri dan penggugat lebih

memilih  untuk  bercerai  dengan tergugat,  sementara pihak keluarga maupun

majelis  juga telah berupaya menasehati  Penggugat  namun Penggugat  tetap

bersikeras  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  yang  menunjukkan  bahwa

Penggugat  sudah tidak lagi  berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,

maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan

bukti bahwa rumah tangga  antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah,

dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali

yang  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah rusak (broken marriage)  sehingga telah terdapat alasan untuk

bercerai sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  PP Nomor 9 Tahun 1975

sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai

dengan  Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 serta

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sedangkan  usaha  perdamaian

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat

(2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  juncto  Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan  Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta  Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka

dalam hal  ini  Perceraian a quo dipandang sebagai  “Tasrih  bi  ihsan”,  hal  ini

relevan  dengan  pendapat  ahli  Hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kitab  At
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Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya

kehendak  untuk  melepaskan  ikatan  Perkawinan  ketika  terjadi  pertengkaran

(berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis

berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  oleh  karena  itu  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan  Pasal

39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo  Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9  Tahun

1975  juncto  Pasal  116  hurup  (f)  KHI,  dengan  demikian  petitum  gugatan

Penggugat pada angka dua dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT),  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp361.000,00    ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )366
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Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa tanggal  23  Juli  2019 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  20  Zulkaiddah  1440 Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

Syahruddin, S.H., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.  dan

Drs.  Zulkifli  Siregar,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

  

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp   30.000,00 
   2.  Proses  Rp  50.000,00 
  3.  Panggilan & PNBP  Rp265.000,00 
  4.  Redaksi  Rp  10.000,00 
  5.  Meterai  Rp    6.000,00 

    Jumlah Rp361.000,00
    ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) 
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